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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang
bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tangga berpotensi
mencemari, merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta mengganggu kesehatan manusia;

b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian
pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan
hidup dan kesehatan, dipandang perlu diatur Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kabupaten
Ogan Komering Ulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Repulik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4153);

8. Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009
tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009
tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Ogan Komering Ulu.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah

B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lain.

7. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup
reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan dan penimbunan limbah B3.

8. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan
penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup
akibat Limbah B3.

9. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau menghasilkan
Limbah B3.

10. pengumpul B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan
pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum
dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau
penimbunan limbah B3.

11. pengangkut limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan
pengangkutan limbah B3.

12. Pemanfaat Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan
pemenfaatan limbah B3.

13. pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana
pengolahan limbah B3.

14. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
penimbunan limbah B3.

15. Penyimpanan  adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan
penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah
dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

16. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari
penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum
diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun
Limbah B3.

17. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3
dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau
pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah
dan/atau penimbun Limbah B3.

18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali
(Recovery) dan /atau penggunaan kembali (Reuse) dan/atau daur ulang
(Recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu
Produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan
kesehatan manusia.
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19. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan
komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat
bahaya dan /atau sifat racun.

20. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3
pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan
kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan penyimpanan sementara dan

pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten.

b. pengawasan, dan pembinaan pengelolaan Limbah B3; dan

c. pengawasan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3
dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

BAB III
IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Pasal 3
Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan atau uji karakteristik dan
atau uji toksikologi.

Pasal 4
(1) Jenis Limbah B3 menurut Sumbernya meliputi :

a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

b. limbah B3 dari sumber spesifik; dan

c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan
dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

(2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana pada lampiran I Peraturan Daeran ini.

(3) Uji karakteristik limbah B3 meliputi :
a. mudah meledak;
b. mudah terbakar;
c. bersifat reaktif;
d. beracun;
e. menyebabkan infeksi;dan
f. bersifat korosif.

(4) Pengujian toksikologi untuk menentukan sifat akut dan atau kronik.

(5) Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat
dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan/atau uji
toksikologi.
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Pasal 5
(1) Limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak termasuk dalam

Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Daerah ini, apabila terbukti memenuhi
dalam Pasal 4 ayat (3) dan atau ayat (4) maka limbah tersebut merupakan
limbah B3.

(2) Limbah B3 dari kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I, Tabel 2
Peraturan Daerah ini dapat dikeluarkan dari daftar tersebut apabila dapat
dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah B3
berdasarkan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan :

a. Uji karakteristik limbah B3;
b. Uji toksikologi; dan atau
c. Hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak

menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap
manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB IV
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 6
(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan

pengelolaan terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan
limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

(3) Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan :

a. pengangkutan;
b. penyimpanan sementara;
c. pengumpulan;
d. pemanfaatan;
e. pengolahan; dan
f. penimbunan.

BAB V
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN

PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 7
Setiap kegiatan penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c terlebih
dahulu wajib memiliki izin dari Bupati.

Paragraf 1
Tata Cara dan Syarat Memperoleh Izin

Pasal 8
(1) Pemohon Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan secara

tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.


